
 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
   

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
NOMOR  4 TAHUN 2006 

TENTANG 
   RETRIBUSI IJIN GANGGUAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI LOMBOK TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah dipandang perlu untuk mengatur
penyelenggaraan pemberian Ijin Gangguan
bagi setiap tempat usaha; 

b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan
ketentraman, ketertiban umum, keamanan
dan kesehatan maka kepada setiap orang
atau badan yang mengadakan kegiatan usaha
dengan menggunakan atau mendirikan usaha
pada tempat-tempat tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gang-
guan dipungut retribusi ijin tempat usaha; 

c. bahwa retribusi Ijin Gangguan (HO) yang
selama ini diatur dengan Peraturan Daerah
Kab.Lombok Timur Nomor 7 Tahun 1998
perlu disempurnakan sesuai dengan perubah-
an Peraturan Perundang-undangan,   perkem- 
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     bangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud pada huruf a, huruf b dan
huruf c, dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin
Gangguan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordo-
nantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang
telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ting-
kat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3207); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penge-
lolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3215); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagai-
mana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah  (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-
nangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor  3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  4593); 

  

Dengan persetujuan  Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
dan 

BUPATI LOMBOK TIMUR 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRI-
BUSI IJIN GANGGUAN   

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur; 
2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3.   Bupati adalah Bupati Lombok Timur; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Timur; 
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5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Timur; 

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku; 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya; 

8. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan Pemerintah Daerah; 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu; 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan; 

11. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
keentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 

12. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi
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